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Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Aceh/ Agus Syah Putra 

KEBERHASILAN PENANGANAN STUNTING HARUS SELALU DIDUKUNG 
OLEH SEMUA PIHAK 

 

 
https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/760121/keberhasilan-penanganan-stunting-harus-selalu-

didukung-oleh-semua-pihak/ 

 

Jantho, InfoPublik – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto yang 

diwakili Sekdakab Sulaimi, membuka Forum Koordinasi Stunting Tingkat 

Kabupaten/Kota tahun 2023 di Aula Kantor Bappeda Aceh Besar, Selasa (18/7/2023). 

Hadir pada kegiatan itu, unsur Kepala OPD, Kabag Tata Usaha Kemenag Aceh Besar H 

Khalid Wardana, dan Dini Ramadini SSos dari unsur BKKBN Aceh. Kepala Dinas 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Besar Drs Fadhlan menjelaskan, Forum Koordinasi 

Stunting Tingkat Kabupaten itu diikuti pejabat dari OPD terkait. 

“Sudah banyak hal yang kita lakukan dalam penanganan stunting di Aceh Besar. 

Kita bergerak dari gampong hingga seluruh stakeholder terkait di tingkat kabupaten. 

Semuanya bersinergi dan berperan aktif,” ungkapnya. Sementara itu, Sekdakab Aceh 

Besar Sulaimi yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Aceh 

Besar memberi apresiasi atas terselenggaranya Forum Koordinasi Stunting Tingkat 

Kabupaten Aceh Besar tahun 2023. Begitu pula ucapan terima kasih kepada BKKBN 

Aceh yang sudah sangat banyak membantu Aceh Besar dalam upaya penanganan stunting 

selama ini. “Saat ini, upaya penurunan angka stunting sudah menjadi agenda nasional 

yang harus kita dukung dan sukseskan bersama-sama. Kegiatan ini merupakan kegiatan 

rutin yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota,” katanya.   

Pada pertemuan sebelumnya, jelas Sulaimi, Pemkab Aceh Besar bersama pejabat 

terkait juga sudah menandatangani komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam 

rangka penurunan prevalensi stunting tahun 2023. Komitmen tersebut meliputi upaya 

mewujudkan implementasi 8 aksi konvergensi dalam percepatan penurunan angka 

stunting di Kabupaten Aceh Besar, meningkatkan alokasi anggaran untuk percepatan 

penurunan stunting, baik melalui APBK, APBA, APBN, mapun sumber anggaran 

lainnya.  
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Selain itu, ungkapnya, melakukan pengembangan rumah gizi gampong, dapur sehat atasi 

stunting sebagai upaya pengembangan kebijakan konsumsi pangan lokal dan regulasi 

komunikasi perubahan perilaku, penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dan layanan 

akses air bersih, penguatan sinergisitas lintas sektor, pendampingan keluarga, serta 

manajemen data yang baik dan akurat. Sekdakab Aceh Besar menambahkan, upaya 

percepatan penurunan angka stunting telah menjadi program prioritas nasional dan 

menjadi salah satu indikator pada penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang 

dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Hal ini terjadi, karena 

stunting akan menentukan kondisi penduduk pada masa yang akan datang. Balita stunting 

akan mengalami hambatan dalam pertumbuhan tinggi badannya, terjadinya gangguan 

pertumbuhan sel cognitive yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam kegiatan 

pembelajaran serta rentan terhadap penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, 

dan stroke.  

Sehubungan dengan hal tersebut, Sulaimi meminta perhatian semua peserta 

Forum Koordinasi Stunting tersebut untuk melakukan hal-hal penting. Seperti 

meningkatkan konvergensi, kolaborasi, sinergi dan sinkronisasi lintas sektor, lintas 

organisasi perangkat daerah, lintas program dan kegiatan, lintas kader dan bahkan lintas 

sumber anggaran, supaya aksi dan intervensi yang dilakukan terfokus pada sasaran yang 

telah ditetapkan. Upaya lainnya adalah melakukan koordinasi dan evaluasi secara 

berjenjang, terstruktur dan periodik, untuk mengoptimalkan kinerja posyandu melalui 

peningkatan cakupan kunjungan ibu dan balita. Kemudian, meningkatkan keakuratan 

pengukuran dan penimbangan serta memastikan inputan data ke aplikasi e-PPGBM tepat 

waktu. 

Pemerintah juga terus memperkuat kinerja Tim Pendamping Keluarga yang terdiri 

dari Kader Tim Penggerak PKK Gampong, bidan desa dan Kader Keluarga Berencana 

dalam melakukan pendampingan kepada calon pengantin, ibu hamil, dan ibu yang 

memiliki balita untuk melakukan pencegahan supaya tidak terjadi kelahiran bayi stunting 

baru pada masa yang akan dating Dalam Forum Koordinasi Stunting itu, juga mengemuka 

tentang pentingnya peningkatan kerja sama dengan dengan Muspika, tokoh agama, tokoh 

masyarakat, tokoh dat dan dunia usaha/industri untuk berkontribusi pada aksi dan 

intervensi dalam percepatan penurunan stunting di wilayah masing-masing. Pentingnya 

peningkatan peran stakeholder dalam penanganan stunting juga dikatakan Dini Ramadini 

S.Sos dari BKKBN Aceh. Dia menyatakan, keberhasilan penanganan stunting harus 

selalu didukung oleh semua pihak, termasuk peran para keuchik, Kepala OPD, dan unsur 

terkait lainnya. 
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“Oleh sebab itulah, Forum Koordinasi Stunting Tingkat Kabupaten/Kota di Aceh ini 

sangat penting dan bermanfaat, sehingga semua unsur terkait di Aceh Besar akan terus 

berkontribusi,” pungkasnya. (Mc/01). 

 

Sumber berita: 

1. https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/760121/keberhasilan-penanganan-

stunting-harus-selalu-didukung-oleh-semua-pihak, tanggal 20 Juli 2023 

2. https://aceh.tribunnews.com/2023/06/22/berhasil-turunkan-stunting-aceh-besar-

raih-penghargaan-kinerja-terbaik-dari-pemerintah-aceh, tanggal 20 Juli 2023 

 

Catatan: 

 Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan 

gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya 

berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang kesehatan.1 

 Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi 

Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, 

integratif, dan berkualitas melalui kerja sarra multisektor di pusat, daerah, dan desa. 

 Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab 

langsung terjadinya Stunting.2 

 Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab 

tidak langsung terjadinya Stunting3. 

 Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, 

organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, 

perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang 

terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting4. 

 Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang 

dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara 

dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, 

kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Organisasi Pemerintah Daerah 

Kabupaten dan /atau masyarakat.5 

 
1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penerapan Stunting, 
Pasal 1 angka 1 
2 Ibid, Pasal 1 angka 2 
3 Ibid, Pasal 1 angka 3 
4 Ibid, Pasal 1 angka 10 
5 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting di 
Kabupaten Aceh Besar, Pasal 1 angka 8 
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 Pencegahan dan penanganan stunting dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi 

perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui6: 

a. perbaikan pola konsumsi makanan dan perilaku sadar gizi; 

b. peningkatan akses pangan dan mutu pelayanan sesuai dengan kemajuan ilmu dan 

teknologi; dan 

c. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. 

 Pencegahan dan penanganan stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi 

masyarakat dan kualitas sumber daya manusia7. 

 

 

Disclaimer:  

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi 

 
6 Ibid, Pasal 3 
7 Ibid, Pasal 4 


